Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 169 Tahun 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 2019 TENTANG FORMASI
PEGAWAI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang . a. bahwa Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
mengatur setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun
kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;

b. bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja mengatur setiap Instansi
Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis
jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;

c. bahwa dalam rangka penyesuaian nomenklatur jabatan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, perlu menyempurnakan Formasi
Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Keputusan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 224 Tahun 2019 tentang Formasi
Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5949);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6264);

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1172);
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan . KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 2019
TENTANG FORMASI PEGAWAI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU . Menetapkan formasi Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan dokumen Analisa Beban
Kerja dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA . Penetapan ini sebagai dasar formasi Pegawai Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk dimasukkan ke dalam
aplikasi e-formasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi.

KETIGA . Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Agustus 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO
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Lampiran Surat Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor : 169 Tahun 2020
Tanggal : 31 Agustus 2020

FORMASI PEGAWAI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Jumlah Formasi

No NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN
2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
| |KEPALA 1 1 1 1 1
Il |SEKRETARIAT UTAMA
A. |SEKRETARIS UTAMA 1 1 1 1 1
BIRO PERENCANAAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 40 4 44 47 49
A |Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana 1 1 1 1 1
Jabatan Fungsional
a) |Perencana Utama
b) |Perencana Madya 2 2 3 4 4
c) |Perencana Muda 8 8 8 8 10
d) |Perencana Pertama 12 12 12 12 12
e) |Analis SDM Aparatur Madya 1 2 2
f) |Analis SDM Aparatur Muda 2 2 3 4 4
g) |Analis SDM Aparatur Pertama 6 6 6 6 6
h) |Analis Kebijakan Madya 1 1 1 1 1
i) |Analis Kebijakan Muda 1 1 1 1
j) [Analis Kebijakan Pertama 1 1 1 1 1
k) |Pranata Komputer Pertama 1 1 1 1 1
) |Arsiparis Pertama 1 1 1 1 1

1 |Kepala Bagian Program dan Anggaran

a. |Kepala Subbagian Program

b. [Kepala Subbagian Anggaran

2 |Kepala Bagian Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

a. |Kepala Subbagian Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja |

a) |Ana|is Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

b. |Kepala Subbagian Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Il

a) |Ana|is Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3 |Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana

a. |Kepala Subbagian Organisasi

a) |Ana|is Organisasi

b. [Kepala Subbagian Tata Laksana

a) |Analis Tata Laksana

b) [Pengadministrasi Keuangan
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Jumlah Formasi

No NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN
2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
BIRO UMUM DAN KEUANGAN 106 106 111 112 114
B [Kepala Biro Umum dan Keuangan 1 1 1 1 1
Jabatan Fungsional
a) |Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya 1 1 1
b) |Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda 1 1 2 4 6
c) [Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama 4 9 9 9 7
d) |Pranata Komputer Muda 1 1 2 2 2
e) |Pranata Komputer Pertama 1 1 1 1 1
f) |Pranata Komputer Pelaksana 2 2 2 2 2
g) |Penata Laksana Barang Penyelia 1 1 1
h) |Penata Laksana Barang Mahir 2 2 4 4 5
i) |Penata Laksana Barang Terampil 10 10 7 7 7
j) [Pranata Keuangan APBN Penyelia 1
k) [Pranata Keuangan APBN Mahir 2 2 2
) [Pranata Keuangan APBN Terampil 4 4 4 4 4
m) |Arsiparis Madya 2 2 3 3 3
n) |Arsiparis Muda 4 4 5 5 5
0) |Arsiparis Pertama 7 7 5 5 5
p) |Arsiparis Penyelia 5 5 5 5 5
q) |Arsiparis Pelaksana Lanjutan 8 8 9 10 1
r) |Arsiparis Pelaksana 8 8 7 6 5
s) |Analis Pengelolaan Keuangan APBN Madya 1 1 2 2 2
t) |Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda 2 2 2 3 4
u) |Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama 7 7 6 5 4
1 |Kepala Bagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara 1 1 1 1 1
a. |Kepala Subbagian Pengadaan
b Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan
"_|Secara Elektronik
a) |Penata Kendaraan Dinas 1 1 1 1 1
2 |Kepala Bagian Keuangan
a. |Kepala Sub Bagian Kas, Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan
b. |Kepala Sub Bagian Verifikasi Anggaran
3 |Kepala Bagian Tata Usaha, Kearsipan dan Rumah Tangga 1 1 1 1 1
a. |Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kearsipan 22 22 22 22 22
a) [Analis Tata Usaha 3 3 3 3 3
b. [Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
a) |Pengemudi 1 1 1 0 0
b) [Pengadministrasi Keuangan 2 2 2 2 2

jdih.lIkpp.go.id




No

NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN

Jumlah Formasi

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

BIRO HUKUM, SISTEM INFORMASI DAN KEPEGAWAIAN

67

67

73

77

79

C

Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian

1

1

1

Jabatan Fungsional

a) |Perancang Peraturan Perundang -Undangan Madya

b) |Perancang Peraturan Perundang -Undangan Muda

o

Perancang Peraturan Perundang -Undangan Pertama

Pranata Humas Madya

2o (=

Pranata Humas Muda

@

Pranata Humas Pertama

=

Pustakawan Pertama

= =)

Pranata Komputer Madya

Pranata Komputer Muda

wlalalalal=aloa]l=|n

ENLILCE B RS0 NN B RSB L CR § V)

|| |lo|lw|[=a|o]lw|N

Pranata Komputer Pertama

o

Ny

N

Pranata Komputer Pelaksana

=

Sandiman Madya

-~

Sandiman Muda

32

Sandiman Pertama

=)

Analis SDM Aparatur Madya

o

Analis SDM Aparatur Muda

=

Analis SDM Aparatur Pertama

Manggala Informatika Muda

= |2

Arsiparis Pertama

L

wl=a NN =

wl=a NN =

wl=a|N|w|N

[3C) =N ENE NG E Y XY SN N B

) =N ENE NS E Y Y N Ny BN

1 [Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

a. |Kepala Sub Bagian Hukum

a) |Ana|is Hukum

b. [Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat

a) |Analis Protokol

b) [Pengelola Media Center dan Kemitraan Media

c) [Pengelola Media Cetak

2 |Kepala Bagian Sistem Informasi

a. |Kepala Sub Bagian Data dan Informasi

b. |Kepala Sub Bagian Teknologi Informasi Dan Komunikasi

3 |Kepala Bagian Kepegawaian

a. |Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Mutasi

b. |Kepala Sub Bagian Pengembangan

a) |Pengadministrasi Keuangan
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Jumlah Formasi

No NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN
2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
Il |KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
B |DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1 1 1 1 1
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum 17 20 22 25 27
A |Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum 1 1 1 1 1
Jabatan Fungsional
a) |Analis Kebijakan Utama 1 2 2
b) |Analis Kebijakan Madya 2 2 3 4 4
c) |Analis Kebijakan Muda 4 4 4 4 6
d) |Analis Kebijakan Pertama 7 8 8 8 8
e) |Perencana Muda 1 1
f) |Perencana Pertama 2 2 2 2
g) |Pranata Komputer Pertama 1 1 1 1 1
h) |Arsiparis Pertama 1 1 1 1 1
1 |Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Pengadaan Umum
a. |Kepala Seksi Pengkajian Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
b. |Kepala Seksi Penyusunan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
2 |Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi dan Diseminasi Kebijakan Pengadaan
a. |Kepala Seksi Diseminasi Kebijakan Pengadaan Umum
b. |Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan
a) |Pengadministrasi Keuangan 1 1 1 1 1
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus 18 20 22 25 27
B |Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus 1 1 1 1 1
Jabatan Fungsional
a) |Analis Kebijakan Utama 1 2 2
b) |Analis Kebijakan Madya 2 2 3 4 4
c) |Analis Kebijakan Muda 4 4 4 4 6
d) |Analis Kebijakan Pertama 8 8 8 8 8
e) |Perencana Muda 1 1
f) |Perencana Pertama 2 2 2 2
g) |Pranata Komputer Pertama 1 1 1 1 1
h) |Arsiparis Pertama 1 1 1 1 1
1 |Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Pengadaan Khusus
a. |Kepala Seksi Perumusan Kebijakan Pengadaan Khusus |
b. [Kepala Seksi Perumusan Kebijakan Pengadaan Khusus Il
2 |Kepala Subdirektorat Implementasi Kebijakan Pengadaan Khusus
a. |Kepala Seksi Implementasi Kebijakan Pengadaan Khusus |
b. |Kepala Seksi Implementasi Kebijakan Pengadaan Khusus Il
a) |Pengadministrasi Keuangan 1 1 1 1 1
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Jumlah Formasi

No NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN
2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional 17 20 23 26 28
C |Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional 1 1 1 1 1
Jabatan Fungsional
a) |Analis Kebijakan Utama 1 1 2
b) |Analis Kebijakan Madya 2 2 3 4 4
c) |Analis Kebijakan Muda 4 4 5 5 6
d) |Analis Kebijakan Pertama 7 8 8 9 9
e) |Perencana Muda 1 1
f) |Perencana Pertama 2 2 2 2
g) |Pranata Komputer Pertama 1 1 1 1 1
h) |Arsiparis Pertama 1 1 1 1 1
1 |Kepala Subdirektorat Iklim Usaha
a. |Kepala Seksi Pengembangan Pelaku Usaha
b. |Kepala Seksi Kesempatan Usaha
a) |Pengadministrasi Keuangan 1 1 1 1 1
2 |Kepala Subdirektorat Kerjasama Internasional
a. |Kepala Seksi Multilateral
b. |Kepala Seksi Bilateral
IV |KEDEPUTIAN BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
C |DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 1 1 1 1 1
Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan 31 34 36 41 43
A |Direktur Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan 1 1 1 1 1
Jabatan Fungsional
a) |Perencana Madya 2 2 2 2 2
b) |Perencana Muda 2 2 2 3 4
c) |Perencana Pertama 6 8 7 6 5
d) |Analis Kebijakan Madya 1 1
e) |Analis Kebijakan Muda 2 2 2 3 3
f) |Analis Kebijakan Pertama 4 4 4 4 4
g) |Pranata Komputer Muda 2 4 6
h) |Pranata Komputer Pertama 7 8 8 8 8
i) |Pranata Komputer Pelaksana 2 2 2 2 2
j) |Statistisi Muda 1 2 2
k) |[Statistisi Pertama 3 3 3 3 3
) |Arsiparis Pertama 1 1 1 1 1
1 |Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengadaan
a. |Kepala Seksi Perencanaan Pengadaan Kementerian/Lembaga
b. |Kepala Seksi Perencanaan Pengadaan Pemerintah Daerah
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Jumlah Formasi

No NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN
2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
2 |Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pengadaan
a. |Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pengadaan
b. [Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pengadaan
a) |Pengadministrasi Keuangan 1 1 1 1 1
Direktorat Pengembangan Sistem Katalog 46 47 50 52 52
B |Direktur Pengembangan Sistem Katalog 1 1 1 1 1
Jabatan Fungsional
a) |Analis Kebijakan Utama 1 1 1
b) |Analis Kebijakan Madya 1 1 1 2 2
c) |Analis Kebijakan Muda 1 1 1 1 1
d) |Analis Kebijakan Pertama 5 5 5 4 4
d) |Perancang Peraturan Perundang -Undangan Muda 1 1
e) |Perancang Peraturan Perundang -Undangan Pertama 2 2 2 1 1
f) |Arsiparis Pertama 2 2 2 2 2
g) |Arsiparis Terampil 2 2 2 2 2
h) |Pranata Komputer Muda 1 1 1 1 1
i) |Pranata Komputer Pertama 2 2 2 2 2
j) [Pranata Komputer Pelaksana 1 1 1 1 1
k) [Perencana Madya 1 1 1 2 2
) [Perencana Muda 2 2 2 1 1
m) |Perencana Pertama 1 2 2
n) |Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya 3 3 3 3 4
0) |Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda 6 6 8 8 9
p) |Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama 11 11 9 9 7
1 [Kepala Subdirektorat Pengembangan Kebijakan dan Monitoring Evaluasi Sistem
a. |Kepala Seksi Kebijakan Katalog
a) |Ana|is Sistem Informasi 4 5 6 7 7
b. |Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Katalog
2 |Kepala Subdirektorat Pengelolaan Katalog Nasional
a. |Kepala Seksi Prakatalog
b. [Kepala Seksi Pasca Katalog
a) |Pengelola Keuangan 1 1 1 1 1
Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 69 72 79 89 94
C |Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 1 1 1 1 1
Jabatan Fungsional
a) |Analis Kebijakan Madya 1 1 1 1 1
b) |Analis Kebijakan Muda 1 1 1 2 2
c) |Analis Kebijakan Pertama 3 3 4 5 5
d) |Pranata Komputer Utama 1 1 1
e) |Pranata Komputer Madya 1 1 1 2 3
f) |Pranata Komputer Muda 2 2 4 6 8
g) |Pranata Komputer Pertama 20 20 20 20 20
h) |Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan 4 8 12
i) |Pranata Komputer Pelaksana 28 31 30 29 27
j) |Pranata Komputer Pelaksana Pemula 3 3 3 3 3
k) [Sandiman Muda 1 1
) [Sandiman Pertama 1 1 1 1 1
m) [Manggala Informatika Madya 1
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No

NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN

Jumlah Formasi

2020

2021

2022

2023

2024

5

Manggala Informatika Muda

Manggala Informatika Pertama

Arsiparis Pertama

N w | =

N w| =

1
3
2

N |w |

N|w| =

1 |Kepala Subdirektorat Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi

a. |Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi SPSE

b. [Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi SPSE

2 |Kepala Subdirektorat Pengelolaan LPSE

a. |Kepala Seksi Layanan Dukungan Pengguna Sistem Pengadaan Secara

b. |Kepala Seksi Monitoring LPSE

a) |Pengadministrasi Keuangan

KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

27

30

34

A |Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

Jabatan Fungsional

a) |Analis SDM Aparatur Utama

b) |Analis SDM Aparatur Madya

c) [Analis SDM Aparatur Muda

d) |Analis SDM Aparatur Pertama

f) [Analis Kebijakan Madya

g) |Analis Kebijakan Muda

h) |Analis Kebijakan Pertama

Pranata Komputer Pertama

Statistisi Pertama

k) |Arsiparis Pertama

alalw|w]| =

N IR FOCY N N R B E NS O N

ala|lwla|laa(vo|lw]| =

[N NG FOCY 3,1 R N ) BN ROCY PN

1 |Kepala Subdirektorat Standar Kompetensi dan Kelembagaan

a. |Kepala Seksi Standar Kompetensi

b. |Kepala Seksi Kelembagaan Pengadaan

a) |Pengadministrasi Keuangan

2 |Kepala Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola Pengadaan

a.

Kepala Seksi PengembanganSDM Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan

b. [Kepala Seksi Pengembangan SDM Non Jabatan Fungsional Pengelolaan

Direktorat Sertifikasi Profesi

37

38

41

42

44

B

Direktur Sertifikasi Profesi

Jabatan Fungsional

a)

Assessor SDM Aparatur Utama

b

Assessor SDM Aparatur Madya

Assessor SDM Aparatur Muda

o

Assessor SDM Aparatur Pertama

)

L (ele =

Analis Kebijakan Muda

A=

Analis Kebijakan Pertama

= ]|w|lw]|N

= |lw|N

E SR RS, B ROCH DN B

wlw|lo|w|w|=

Pranata Komputer Muda

=Z (e

Pranata Komputer Pertama

Pranata Komputer Pelaksana

Penata Laksana Barang Terampil

=

Perencana Muda

Perencana Pertama

Arsiparis Pertama

s |lo|lw|n]|=

slw|a|lw|s|aa|w|w]|la|ls|w]|—-
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Jumlah Formasi

No NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN
2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
1 |Kepala Subdirektorat Sistem dan Sarana Sertifikasi
a. |Kepala Seksi Sistem Sertifikasi
b. |Kepala Seksi Sarana Sertifikasi
a) |Perancang Naskah Soal 2 2 3 3 3
b) [Pengadministrasi Keuangan 1 1 1 1 1
c) |Teknisi Uji Kompetensi 1 1 1 1 1
2 |Kepala Subdirektorat Tata Kelola Sertifikasi
a. |Kepala Seksi Tata Kelola Sertifikasi Pejabat Fungsional
a) |Pengelola Administrasi Lembaga Sertifikasi Profesi 1 1 1 1 1
b) |Pengelola Sertifikasi 2 2 2 2 2
c) |Pengelola Database 1 1 1 1 1
b. |Kepala Seksi Tata Kelola Sertifikasi Non Pejabat Fungsional
a) |Pengelola Administrasi Lembaga Sertifikasi Profesi 1 1 1 1 1
VI |KEDEPUTIAN BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
E |DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH 1 1 1 1 1
Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat 29 29 3 3 32
A |Direktur Advokasi Pemerintah Pusat 1 1 1 1 1
Jabatan Fungsional
a) |Analis Kebijakan Utama 1 1 1
b) |Analis Kebijakan Madya 2 2 3 3 4
c) |Analis Kebijakan Muda 4 4 6 6 8
d) |Analis Kebijakan Pertama 19 19 17 17 15
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No

NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN

Jumlah Formasi

2020

2021

2022

2023

2024

5

6

e) |Arsiparis Pertama

1

1

! Kebudayaan

Kepala Subdirektorat Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Bidang Pembangunan Manusia dan

a. |Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

a) |Pengadministrasi Keuangan

b. [Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Pembangunan Manusia dan

2 |Kepala Subdirektorat Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian dan Bidang

a. |Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian

a) |Ana|i5 Sistem Informasi

b. [Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Kemaritiman

Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah

29

29

B [Direktur Advokasi Pemerintah Daerah

Jabatan Fungsional

a

Analis Kebijakan Utama

o

Analis Kebijakan Madya

Analis Kebijakan Muda

o

Analis Kebijakan Pertama

=

@

Arsiparis Pertama

1 |Kepala Subdirektorat Pemerintah Daerah Wilayah Barat

a. |Kepala Seksi Pemerintah Daerah Wilayah Barat |

a) |Ana|is Sistem Informasi

b. |Kepala Seksi Pemerintah Daerah Wilayah Barat II

2 |Kepala Subdirektorat Pemerintah Daerah Wilayah Timur

a. |Kepala Seksi Pemerintah Daerah Wilayah Timur |

b. |Kepala Seksi Pemerintah Daerah Wilayah Timur Il

a) |Pengadministrasi Keuangan

Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

21

25

C

Direktur Penanganan Permasalahan Hukum

Jabatan Fungsional

()

Analis Kebijakan Utama

=

Analis Kebijakan Madya

Analis Kebijakan Muda

o

Analis Kebijakan Pertama

@

=R

Pranata Komputer Pertama

=

Arsiparis Pertama

1 [Kepala Subdirektorat Penanganan Sengketa Kontrak

a. |Kepala Seksi Penanganan Permasalahan Sengketa Kontrak Wilayah Barat

b. |Kepala Seksi Penanganan Permasalahan Sengketa Kontrak Wilayah Timur

jdih.lIkpp.go.id




Jumlah Formasi
No NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN
2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
2 |Kepala Subdirektorat Dukungan Penegakan Hukum
a. |Kepala Seksi Pengelolaan Keterangan Ahli Pengadaan
b. [Kepala Seksi Pengelolaan Pengaduan
a) |Pengadministrasi Keuangan 1 1 1 1 1
VIl |Inspektorat 24 25 28 31 34
E |Inspektur 1 1 1 1 1
Jabatan Fungsional
a) |Auditor Utama 1 1 1
b) |Auditor Madya 2 2 2 2 2
¢) |Auditor Muda 2 2 3 5 6
d) |Auditor Pertama 14 14 15 16 18
e) |Pranata Komputer Pertama 1 2 2 2 2
f) |Perencana Pertama 1 1 1 1 1
g) |Arsiparis Pertama 1 1 1 1 1
a. |Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 1 1 1 1
a) |Pengadministrasi Keuangan 1 1 1 1 1
ViIl (PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA 32 32 35 38 41
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA 1 1 1 1 1
Jabatan Fungsional
a) |Widyaiswara Utama 1 1 2 3 3
b) |Widyaiswara Madya 3 3 4 5 6
c) [Widyaiswara Muda 9 9 9 9 10
d) |Widyaiswara Pertama 8 8 9 10 1
g) |Arsiparis Pertama 1 1 1 1 1
h) [Pengembangan Teknologi Pembelajaran Muda 1
i) |Pengembangan Teknologi Pembelajaran Pertama 1 1 1 1 0
j) [Pranata Keuangan APBN Terampil 1 1 1 1 1
1 [Kepala Bidang Pengembangan Program dan Pemantauan Evaluasi
a. |Kepala Subbidang Program dan Kurikulum
b. |Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi
a) |Ana|is Akreditasi Lembaga Diklat 2 2 2 2 2
2 |Kepala Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
a. |Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis
a) [Analis Kerjasama Diklat 2 2 2 2 2
b. [Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
a |Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 1 1 1 1
a) |Analis Sistem Informasi 1 1 1 1 1
b) |Pengadministrasi Keuangan 1 1 1 1 1
599 634 688 736 773

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO
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